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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut 

asas Bhineka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.  

Pancasila adalah peta jalan untuk merawat BhinekaTunggal Ika.1 Indonesia juga 

dikenal dengan beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang sudah tertanam dari 

nenek moyang sebelumnya, dimana agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.2 

Keberagaman warga negara Indonesia memungkinkan adanya pertemuan yang 

berujung ke perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara pengikat 

keberagaman, tetapi keberagaman juga dapat menjadi penghambat dalam 

perkawinan yaitu perbedaan agama.  

Pada dasarnya mengenai masalah perkawinan telah dijamin keberadaannya 

di Indonesia, dimana pemerintah menegaskan dalam konstitusi negara republik 

Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa : “Setiap 

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah.”3 Berdasarkan Pasal tersebut tujuan dari perkawinan yaitu 

untuk membangun keluarga bahagia damai dan sejahtera. Namun adapun hal yang 

ingin digapai dalam kehidupan keluarga yaitu memperoleh keturunan. Anak 

                                                             
1 Bernard L Tanya, Theodorus Yosep Parera & Samuel F Lena, Pancasila Bingkai 

Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 40. 
2 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi 

Hukum Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 3-4. 
3 Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 



2 
 

 
 

merupakan pemberian yang amat berharga dari Allah SWT oleh karena itu 

keluarga yang dibentuk melalui lembaga perkawinan tentu sangat menginginkan 

kehadirannya dan menaruh harapan atas masa depan anak mereka supaya menjadi 

cerah.4 

Prosesi perkawinan yang dikemas dengan aneka ragam tidak dapat 

dilepaskan dari pengaruh penting agama, kepercayaan dan pengetahuan dari 

masyarakat serta para pemuka agama yang ada dalam lingkungan di mana 

masyarakat itu berada, untuk menyelaraskan aturan hukum yang beraneka ragam 

tersebut, maka dibuatlah hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan 

hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan, 

dan Peraturan Pelaksanaannya. Selain itu, khusus bagi perkawinan orang islam 

telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebar 

Luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.5 

Salah satu tujuan yang diharapkan dari perkawinan itu untuk membangun 

rumah tangga dan mendapatkan ketenangan dalam hidup serta menimbulkan suatu 

                                                             
4 Awen Tongkonoo,“Dilema Penghulu, Antara Otoritas Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat 

(2) Undang-UndangPerkawinan,” diakses dari https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/472/majalah-

digital-pekan-iv-bulan-maret-2022 pada tanggal 17 Oktober 2023. 
5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/472/majalah-digital-pekan-iv-bulan-maret-2022
https://gorontalo.kemenag.go.id/opini/472/majalah-digital-pekan-iv-bulan-maret-2022
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kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.6 Selain bertujuan 

untuk memperoleh ketenangan hidup, membangun rumah tangga juga 

menyalurkan kebutuhan biologisnya sebagai manusia yang normal, meskipun 

demikian perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara 

pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup 

manusia.7 Perkawinan antara orang yang berbeda agama dalam tulisan ini 

dinamakan “perkawinan beda agama”. Perkawinan beda agama merupakan ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun negara 

menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat 

dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, tujuannya 

untuk membentuk keluarga sejahtera, bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang 

Maha Esa.8 Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Pasal ini ditafsirkan 

perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum agama antara 

suami dan istri. Sebagai akibatnya, perkawinan perlu menaati ketentuan agama 

yang berlaku, di mana Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang 

pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda 

agamanya. 

                                                             
6Moh. Faizur Rohman, 2017, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan,” Jurnal Hukum 

dan Perundangan Islam, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Vol. 7. No. 1, hlm. 4. 
7 Santoso, 2016, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum 

Islam, Dan Hukum Adat,”Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, Vol.7 No.2, hlm.201. 
8 Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, (Bandung: Pionir Jaya, 

2000), hlm. 16. 
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Perkawinan beda agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan masuk kategori perkawinan campuran, yang 

dalam peraturan Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR) yaitu S. 1898 No. 

158. Mengenai perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan 

menyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam 

Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk 

pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu 

pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Perkawinan campuran hanya dipandang 

karena adanya perbedaan tatanan hukum sebagai konsekuensi dari pembagian 

golongan.9 Pada saat ini, perkawinan campuran tidak hanya melibatkan pasangan 

yang berbeda agama, melainkan juga yang berbeda kewarganegaraan, sehingga 

praktik perkawinan campuran diklasifikasikan dalam dua kategori: (1) perkawinan 

campuran karena perbedaan agama dan (2) perkawinan campuran karena 

perbedaan kewarganegaraan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa praktik 

perkawinan campuran telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan 

klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama 

saja.  

Pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri 

contonya adalah Titi Kamal dan Christian Sugiono. Titi Kamal beragama Islam 

menikah dengan Chrisitian Sugiono beragama Khatolik di Perth, Australia pada 

tanggal 6 Februari 2009.10 Adapula alasan pasangan ini untuk memilih 

                                                             
9 Mudiarti Trisnaningsih, Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan 

Beda Agama Di Indonesia, (Bandung: Utomo, 2007), hlm. 4.   
10Siti Barokah, Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Diakses dari, 

http://tarjihMuhammadiyah.or.id. Pada tanggal 19 Oktober 2023 

http://tarjihmuhammadiyah.or.id/
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melangsungkan perkawinan beda agama di Australia karena menurut mereka sulit 

melaksanakan perkawinan beda agama di negara Indonesia, seperti negara 

Australia memfasilitasi pasangan beda agama. Oleh karena hukum perkawinan 

Australia tidak mensyaratkan agama sebagai syarat untuk melangsungkan 

perkawinan.11 Merujuk Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, maka lembaga catatan sipil ikut berperan dalam suatu perkawinan, yaitu 

sebagai lembaga pencatat perkawinan, terutama terhadap perkawinan dari mereka 

yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya selain agama Islam.12 Kantor 

Catatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi pencatat perkawinan 

bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain beragama Islam, berhak 

untuk menolak mencatatkan perkawinan yang tidak dibenarkan oleh agama yang 

dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. 

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan 

beda agama jika melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di mana pasangan 

yang berbeda agama melangsungkan perkawinan dan masih memegang teguh 

pada agamanya masing-masing, maka akan timbul masalah dalam pencatatannya 

di Kantor Catatan Sipil, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang 

mengatur masalah perkawinan beda agama. Belum adanya peraturan yang 

mengatur dalam hal pencatatan perkawinan beda agama memicu keraguan dalam 

prosedur dan kewenangan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama. 

Masyarakat memang masih melarang perkawinan beda agama, tetapi dewasa ini 

                                                             
11 Sonny Dewi Judiasih, “Australia,Surga Perkawinan Beda Agama”. Diakses dari, 

http://www.hukumonline.com. pada tanggal 20 Oktober 2023 
12 Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

http://www.hukumonline.com/
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perkawinan beda agama semakin marak dilakukan. Kontroversi terjadi ketika 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan khususnya Pasal 34, 35 dan 36, karena dengan adanya Undang-

Undang tersebut sangat memungkinkan pasangan beda agama dapat dicatatkan 

perkawinanya asal melalui penetapan Pengadilan. 

Selain itu dengan pertimbangan hakim yaitu Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 yang tidak mengatur perkawinan beda agama, maka Pengadilan 

menggunakan  Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 

10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun juga Pasal 28B 

perubahan kedua UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945, dimana perbedan agama, 

bangsa, dan asal-usul tidak menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu 

perkawinan, karena pada prinsipnya suatu perkawinan adalah untuk membentuk 

suatu rumah tangga yang harmonis, kekalabadi, saling mencintai, menyayangi dan 

saling menghormati. Maka permohonan yang diajukan para pemohon tersebut 

dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan diberi izin untuk menikah dihadapan 

petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.13 

Undang-Undang Perkawinan tidak memberi larangan yang tegas mengenai 

perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama atau keyakinan 

yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan 

masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena 

tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan 

Undang-undang negara. Sementara di sisi lain, ada pihak yang berpendapat 

                                                             
13 Wedya Laplata, 2014,“Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis 

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta),” Jurnal Jurisprudence, Fakultas Hukum, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 4 No. 2, hlm. 77. 
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berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama sah sepanjang 

dilakukan berdasarkan agama atau keyakinan salah satu pihak. 

Kemudian pada tanggal 17 Juli 2023, terbit Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 tahun 2023, yang isinya tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam 

Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat yang Berbeda 

Agama dan Kepercayaan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 

isinya menentukan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum 

dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda 

agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai 

berikut: (1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 

(1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan 

perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.14 Dapat dilihat dari 

isi ketentuan SEMA ini merujuk ke Undang-Undang Perkawinan yang dimana 

keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini 

menimbulkan isu hukum mengenai keberlakuan perkawinan beda agama yang 

telah terjadi, atau yang belum dicatatkan, termasuk anak dan harta kekayaan dari 

perkawinan yang telah terjadi.  

 

 

                                                             
14 Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang 

Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-

Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahasnya secara ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka, permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan 

beda agama pasca diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2023 ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari 

perkawinan beda agama pasca diberlakukanya Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2023 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, tujuan penelitian skripsi ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap anak yang 

lahir dari perkawinan beda agama pasca diberlakukannya Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap 

anak yang lahir dari perkawinan beda agama pasca diberlakukannya Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara Teoritis hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan 

dapat menjadi bahan informasi dan pengayaan materi mengenai 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda 

Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2023. Penulis juga berharap agar hasil  penelitian  skripsi ini dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan serta memperkaya 

pengetahuan tentang hukum acara khususnya hukum acara perdata, 

sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

Secara Praktis hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat:  

1. Terhadap Penulis  

Penulis dapat menambah wawasan mengenai Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Pasca 

Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 

serta mendalami ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata. 

2. Terhadap Masyarakat 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan bahan pengetahuan 

dan masukan kepada masyarakat untuk perkawinan beda agama agar 
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tidak timbul dampak hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan 

beda agama. 

3. Terhadap Pemerintah 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

konstruktif dan merupakan dokumen yang dapat dijadikan sumber 

pustaka. Sebagai masukan untuk membuat kejelasan hukum untuk 

pasangan perkawinan beda agama serta perlindungan hukum terhadap 

anak yang lahir dari perkawinan beda agama. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai 

Pengaturan Hukum dan Bentuk perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir 

dari Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2023. 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian yaitu tata cara yang harus diikuti untuk melakukan 

penelitian. Metodologi penelitian mengacu pada prosedur yang harus diikuti 

ketika melakukan penelitian.15 Metode penelitian dapat dianggap sebagai langkah 

yang dimiliki dan dilakukan penulis untuk mengumpulkan informasi atau data. 

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata 

penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu Methodos yang berarti 

jalan atau menuju suatu jalan.  

                                                             
15 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 24. 
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Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja 

sistematis untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya mencari 

jawaban yang dapat dijelaskan secara ilmiah serta keabsahannya. Penelitian yaitu 

suatu proses mengumpulkan serta menganalisis data yang dilakukan dengan 

sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Mengumpulkan dan menganalisis data 

yang dilakukan secara ilmiah, kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental serta 

non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.16 Berdasarkan pengertian di atas 

metode penelitian yaitu suatu cara untuk memecahkan masalah atau 

mengembangkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut 

Sugiyono, Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan 

pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan 

suatu permasalahan.17 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif. 

Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara 

meneliti bahan-bahan kepustakaan serta data sekunder belaka dan penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 

diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.18 Penelitian Normatif 

disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai 

                                                             
16 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), hlm. 5. 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hlm. 6. 
18 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2015), hlm. 13. 



12 
 

 
 

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 

manusia yang dianggap pantas.19 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah :  

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)  

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) suatu pendekatan 

yang dilakukan dengan cara meneliti, mencermati dan menelaah terhadap 

aturan hukum atau seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan hukum yang diteliti.20 Dalam penelitian ini perlu dilakukan 

pengkajian terhadap UU  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan SEMA 

Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi hakim dalam mengadili 

perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda 

agama dan kepercayaan. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan dari 

pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Dengan 

mempelajari perspektif teori-teori ilmu hukum, peneliti akan menemukan 

ide-ide yang membantu meningkatkan pemahaman hukum, konsep-konsep 

                                                             
19 Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.   
20 Ibid., hlm. 164. 
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hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan 

tersebut.21 

3. Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang isinya mengikat. Mengikat 

yaitu karena dikeluarkan oleh pemerintah.22 Adapun bahan-bahan hukum 

yang memiliki sifat mengikat antara lain : 

1) Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959; 

2) Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; 

3) Presiden RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3050; 

4) Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674; 

                                                             
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2007), hlm.135. 
22 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2004), hlm. 103. 
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5) Presiden RI, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat 

Negara Tahun 1991; 

6) Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara 

Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat yang Berbeda Agama 

dan Kepercayaan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer.23 Bahan Hukum sekunder yaitu 

bahan yang diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, atau literatur lainnya 

yang relavan berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti 

ensiklopedia, kamus hukum, serta bahan lainnya yang tersedia di internet 

yang mendukung dalam penelitian ini.24 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian berdasarkan bahan hukum 

sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diuraikan 

secara jelas dan rinci dari bahan-bahan ilmiah seperti jurnal hukum, buku, artikel, 

serta bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya data tersebut disusun serta 

                                                             
23 Ibid., hlm.134. 
24 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 173. 
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ditempatkan secara sistematis sesuai dengan urutan terhadap masalah yang sedang 

diteliti.25   

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu 

untuk menjelaskan suatu permasalahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 

logis, runtun, tidak tumpang tindih, dan efektif, guna memudahkan pemahaman 

dalam suatu permasalahan26. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan 

pemikiran logis deduktif, yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan 

berupa prinsip-prinsip atau sikap-sikap tertentu yang berlaku berdasarkan 

kenyataan umum. 

 

                                                             
25 Rulam Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 

hlm. 229. 
26 Ibid., hlm. 201. 
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